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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KEPALA
DESA, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxX, Kabupaten Padang
Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PADA MULIA
HASIBUAN, S.H., M.H, Advokat/Pengacara — Konsultan Hukum
pada LAW OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNER (PMH

& P) Email : ecourtpadamulia@gmail.com beralamat di Jl.

Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi
Sumatera Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor:
48/PMH-SK/VII/2024 Tanggal 23 Juli 2024, yang terdaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Sibuhuan  Nomor
291/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 24 Juli 2024;

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS), tempat kediaman di XXXXX, XXXXX,

Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24

Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah
secara Agama Islam pada tanggal 03 November 1996 sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 07-04-2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

t++

tua Pemohon di Desa Ganal, Kecamatan Huristak selama 1 tahun.

Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kakak kandung Pemohon

a *T 4 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon

tetap di Desa Ganal selam
pindah kerumah bersama tetap di Desa Ganal, sampai berpisabh;

3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah melakukan
hubungan layaknya suami isteri (bakdadukhul) serta telah dikaruniai 4 (empat)

orang anak/keturunan yang bernama,;

3.1. Anak |, laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal 25-10-1997,
Pendidikan SLTA, sekarang sudah menikah;
3.2 Anak I, laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal 08-01-2001,

pendidikan SLTA, sekarang bekerja sebagai anggota Tentara Nasional
Indoneisa Angkatan Udara (TNI AU);

3.3. Anak lll; laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal 24-04-2004,
pendidikan SLTA, sekarang bekerja sebagai anggota Polisi Republik
Indonesia (POLRI);

3.4. Anak IV, laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal 08-06-2007,

pendidikan SLTA, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa awal permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada
pertengahan tahun 2006, yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon;

4.2. Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;

4.3. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;

4.4, Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih daripada 2
tahun;
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5. Bahwa pada awal tahun 2007 terjadi pertengakaran mulut antara Pemohon
dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon,
karena pada saat itu Pemohon bertugas di Tarutung, Kabupaten Tapanuli
Utara sebagai PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Termohon menuduh
Pemohon telah menikahi seorang perempuan di Tarutung, Kabupaten Tapanuli
Utara,

6. Bahwa pada akhir tahun 2008 terjadi lagi pertengkaran mulut antara
Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu menuduh
Pemohon telah beristeri di tempat Pemohon bekerja di Tarutung, Kabupaten
Tapanuli Utara. Karena pertengkaran tersebut Pemohon menjatuhkan talaq 1
secara syariat Islam kepada Termohon. Kemudian Pemohon meninggakan
Termohon di rumah bersama;

7. Bahwa pada bulan September 2009, Pemohon menikahi seorang
perempuan yang bernama Hotnauli Harahap penduduk Kecamatan Sosopan,
Kabupaten Padang Lawas;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga, uaha damai
tersebut berhasil, namun hanya bertahan sekitar 3 bulan;

9. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi di
akhir tahun 2009 dikarenakan Pemohon mempunyai 2 orang istri, maka
Pemohon sering bertengkar mulut dengan Termohon, sehingga akhirnya
Pemohon meninggalkan Termohon di rumah milik bersama;

10. Kemudian Pemohon memberikan rumah milik bersama tersebut dan

s t% 1,5 Ha beserta 1 unit sepeda motor

kebun kelapa sawit dengan lua
diserahkan Pemohon kepada Termohon, yang mana rumah tersebut diberikan
kepada Termohon untuk tempat tinggalnya bersama anak-anaknya, serta hasil
kebun kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk biaya Termohon beserta
anak-anak diluar biaya pendidikan, kesehatan serta biaya untuk mengurus
pekerjaan anak-anak Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon lebih
daripada 2 tahun serta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
pertengkara dan perselisishan secara terus-menerus dan telah memenuhi

persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (b)
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dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo

Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon

merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi

karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu,

Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan

Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum

yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (Termohon);

3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsaidar
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex
Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap
sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil
secara resmi dan patut sehingga majelis hakim tidak mendapatkan suatu
keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa identitas Pemohon yang
tertera pada surat permohonannya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa Surat Kuasa dan ldentitas

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan ternyata
sesuai;

Bahwa Pemohon merupakan seorang Kepala Desa yang menurut
Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa Kepala
Desa, Aparatur Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di Desa adalah di persamakan dengan Aparatur Sipil Negara telah mengurus izin
pejabat diatasnya untuk melakukan Perceraian akan sebagaimana Surat yang izin
yang dikeluarkan Camat Huristak yang ditembuskan kepada Bupati, Kadis
Pemmas dan Desa, serta Inspektur Kabupaten Padang Lawas Nomor
400.12.3.2/255/2024 tertanggal tanggal 15 Juni 2024;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang
Lawas tanggal 05-12-2012 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen
kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas,

Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen
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kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf.
Bukti Saksi.
Saksi 1, Saksi I, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di
bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Dahlinur Harahap;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua Pemohon di Desa Ganal, Kecamatan Huristak selama T+ 1 tahun.

Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kakak kandung Pemohon

tetap di Desa Ganal selama *+ 4 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon

pindah kerumah bersama tetap di Desa Ganal, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon menuduh selingkuh dan

Termohon sering berkata kasar;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10

tahun yang lalu;

- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

komunikasi lagi;

- Bahwa sering diupayakan damai, namun tidak berhasil;
Saksi 2, Saksi Il, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang
Lawas, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Dahlinur Harahap;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua Pemohon di Desa Ganal, Kecamatan Huristak selama R | tahun.

Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kakak kandung Pemohon
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a t+ 4 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon

tetap di Desa Ganal selam
pindah kerumah bersama tetap di Desa Ganal, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon,
menuduh selingkuh dan sering marah-marah kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 tahun
yang lalu dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa telah ada usaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa
Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing
untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1)
huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kewenangan
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Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan
Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40
dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon yang
dikuatkan dengan bukti P.1 berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan,
sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka
terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di
dalam persidangan,;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon menunjuk PADA MULIA
HASIBUAN, S.H., M.H, Advokat/Pengacara — Konsultan Hukum pada LAW
OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNER (PMH & P) Email

ecourtpadamulia@gmail.com beralamat di JI. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI

Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas,
Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 48/PMH-
SK/VII/2024 Tanggal 23 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sibuhuan Nomor : 291/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 24 Juli 2024,

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat
dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Jis. Surat Edaran Mahkamah
Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah
menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan
Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat
kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan
ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No0.18 Tahun 2003 tentang Advokat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi
persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon memiliki legal
standing untuk bertindak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan
perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Kepala Desa yang
menurut Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa
Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di Desa adalah di persamakan dengan Aparatur Sipil Negara telah
mengurus izin pejabat diatasnya untuk melakukan Perceraian akan sebagaimana
Surat yang izin yang dikeluarkan Camat Huristak yang ditembuskan kepada
Bupati, Kadis Pemmas dan Desa, serta Inspektur Kabupaten Padang Lawas
Nomor 400.12.3.2/255/2024 tertanggal tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan
Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan
pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftin ”, jilid VIII,
halaman 174, yang berbunyi:

alde aSxlly aidly socall glow > sou0m ol aylei o laxl L olg
aumall Lle
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Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau
ada alasan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat
bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang
benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh
Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai
adalah bahwa Termohon selalu cemburu, selalu meminta cerai, berkata kasar,
sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan selama pisah
antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon karena Termohon
tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1)
R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara
perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib
bukti atas dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa
fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pemohon telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 03 November 1996, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
Agama Sibuhuan dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,

menikah pada tanggal 03 November 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7
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ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 03 November 1996 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah
Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lalu
dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan,
akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan
ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat
tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah
tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak
dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan
dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan
hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga
diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi
jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat
diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini tebukti antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah dan itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami
istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage)
vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang
cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19747,

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (sakinah) penuh
dengan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) sebagai tujuan perkawinan
sebagaimana firman Alllah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud

jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga
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mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan
kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan
kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu
harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

OV a0, &9, uall
“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”
dlosll Ll e pasio dawlaoll o
“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup
alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan
alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk
bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan
Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Sibuhuan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN,
S.H.l.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, SUNYOTO, S.H.l., S.H., M.H. dan TAYEP
SUPARLLI, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUHAMMAD
SARKAWI, S.H.l., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota |, Hakim Anggota I,

SUNYOTO, S.H.l., S.H., M.H. TAYEP SUPARLLI, S.Sy., M.H.

Panitera,

MUHAMMAD SARKAWI, S.H.I.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 40.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id
- PNBP :Rp. 20.000,00
Redaksi 'Rp 10.000,00

Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).
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